












KAJIAN REKOMENDASI

MASA DEPAN PERTAMINA

FSPPB



Transformasi Pertamina

UU No. 8 Tahun 1971

• Pertamina memiliki status sebagai Perusahaan

Minyak dan Gas Bumi Milik Negara dan berada di

bawah pengawasan Pemerintah yaitu dengan

kewajiban untuk melakukan :

• Eksplorasi dan Produksi Migas

• Pengolahan dan Kilang

• Distribusi dan Pemasaran

• Pertamina merupakan end-to-end company dengan

kekuasaan atas seluruh bisnis migas sektor hulu

hingga hilir

Kekuatan Pertamina :

• Penguasaan Penuh : Pertamina memiliki

penguasaan penuh dalam eksplorasi, produksi,

pengolahan, dan distribusi minyak dan gas bumi di

Indonesia.

• Peran Ganda : Pertamina berfungsi sebagai operator

dan regulator dalam industri minyak dan gas bumi.

Ini berarti Pertamina tidak hanya menjalankan

operasi tetapi juga mengatur industri tersebut.

UU No. 22 Tahun 2021

• Pertamina memiliki status sebagai Perseroan

Terbatas

• Kompetisi dan Privatisasi : UU membuka sektor

minyak dan gas bumi untuk kompetisi dan investasi

asing. Pertamina tidak lagi menjadi satu-satunya

pemain di industri ini

• Pemecahan Fungsi : Fungsi regulator dan operator

dipisahkan.

• Pemerintah membentuk Badan Pengatur Hilir

Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Badan

Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas

Bumi (BP Migas) untuk mengatur industri ini.

Regulator

Pertamina memiliki bentuk dan model terbaik pada era UU No. 8 Tahun 1971

Operator

Struktur Pertamina Holding - Subholding

• Status anak perusahan Pertamina menjadi

perusahaan swasta yang sangat rentan untuk di

privatisasi



Perbandingan Pertamina Dari Masa ke Masa
Arah perkembangan yang melemahkan kedaulatan energi Indonesia

Kategori UU No.8 /1971 UU No. 22 / 2001 Pertamina Holding - Subholding

Bentuk Perusahaan Negara Perseroan Terbatas Perseroan Terbatas dengan Holding – Subholding

Pengaturan Operator – Regulator Pertamina sebagai Regulator dan Operator
Pertamina sebagai Operator, BP Migas/SKK 

Migas sebagai Regulator

Pertamina sebagai Operator, BP Migas/SKK 

Migas sebagai Regulator

Pendapatan Negara

Pendapatan Pertamina adalah Pendapatan 

Negara (Pajak ada namun besarannya sangat 

kecil, hanya PPn yang dibayarkan 1 kali di akhir 

transaksi)

Pendapatan Pertamina tidak semuanya adalah 

pendapatan negara, pendapatan negara berasal 

dari Pajak, Dividen, dan Bea.

Tidak terdapat pajak antar transaksi karena 

semua bisnis terintegrasi di bawah Pertamina 

(Persero)

Pendapatan Pertamina tidak semuanya adalah 

pendapatan negara, pendapatan negara berasal 

dari Pajak, Dividen, dan Bea.

Terdapat pajak transaksi antar subholding

Pengelolaan WK Eksplorasi

Perusahaan lebih mudah di dalam pengelolaan 

WK Eksplorasi (dapat dikelola langsung oleh 

pertamina, atau dikerjasamakan kepada pihak 

ketiga)

Pengelolaan WK Eksplorasi harus melalui proses 

tender, pertamina diperlakukan setara dengan 

KKKS lain

Pengelolaan WK Eksplorasi harus melalui proses 

tender, pertamina diperlakukan setara dengan 

KKKS lain

Kedaulatan Energi

Negara menguasai seluruh sumber, 

pengelolaan, dan pendistribusian energi di 

Indonesia melalui pertamina sesuai amanat 

UUD 1945, pihak asing yang ingin ikut dalam 

proses ini harus bekerjasama dengan Pertamina 

sebagai Perusahaan Negara.

Negara secara tidak langsung membuka 

kesempatan kepada pihak swasta (dalam 

negeri / asing) untuk menguasai sebagian 

sumber, pengelolaan, dan pendistribusian energi 

di Indonesia tanpa melibatkan Pertamina 

sebagai BUMN. 

Negara secara tidak langsung memberi lebih 

banyak kemudahan kepada pihak swasta 

(dalam negeri / asing) untuk menguasai 

sebagian sumber, pengelolaan, dan 

pendistribusian energi di Indonesia tanpa 

melibatkan Pertamina sebagai BUMN.

Policy Direction Langsung dari Presiden
Berasal dari Menteri BUMN, ESDM, dan 

Menteri Keuangan

Berasal dari Menteri BUMN, ESDM, dan 

Menteri Keuangan



No PRO CON

1

Pemerintah akan lebih mudah dalam mewujudkan kedaulatan 

energi dan swasembada energi melalui Perusahaan Negara yang 

dibentuk oleh Perppu

Tidak lagi tunduk kepada UU no.22 tahun 2001 yang dilanjutkan 

oleh PP no.31 tahun 2003 tentang pengalihan struktur perusahaan 

pertambangan minyak dan gas bumi negara menjadi perusahaan 

persero, sehingga perlu ada perubahan regulasi (yaitu mengeluarkan 

Perppu).

2

Negara memiliki penguasaan terhadap sumber daya energi melalui 

perusahaan yang dikuasai 100% oleh negara sesuai Pasal 33 UUD 

1945

Diperlukan skema peralihan pada kontrak kerjasama pengelolaan 

wilayah Hulu Migas yang sedang berjalan.

3

Proses transisi akan lebih mudah dikarenakan struktur organisasi 

baru bersifat lebih fleksibel dan adaptif tanpa mengganggu 

operasional eksisting

Ketertarikan investor untuk berinvestasi di bidang Energi menjadi 

berkurang / menurun yang dikompensasi dengan skema bagi hasil 

yang lebih menarik.

Diperlukan beberapa opsi skema bagi hasil sesuai dengan potensi dan 

risiko discovery cadangan energi untuk menarik minat investor.

4

Pemerintah dapat memaksimalkan peran Pertamina sebagai 

penyangga utama cadangan energi nasional apabila Negara dalam 

keadaan darurat (Staatsnoodrecht). 

Potensi penurunan Penerimaan Pajak Pegara, namun Penerimaan

Negara Bukan Pajak (PNBP) meningkat.

5
Kontrak Perjanjian kerjasama yang saat ini B-G (Business to

Government) menjadi B – B (Business to Business).

6
Total asset negara akan meningkat karena asset pertamina dapat 

dimasukkan dalam pencatatan asset negara

7
Efisiensi operasional dikarenakan penyederhanaan birokrasi dan 

hirarki.

8
Keterjaminan supply chain dikarenakan integrasi menyeluruh dari 

semua aspek hulu – hilir.

9
Negara konsisten terhadap putusan MK terkait pembubaran BP 

Migas yaitu Putusan Nomor 36/PUU-X/2012

Pokok Pikiran Rekomendasi FSPPB, Pertamina sebagai Perusahaan Negara
Pertamina sebagai perusahaan Negara yang dibentuk oleh UU atau Perum, dan berada langsung dibawah Presiden

Pertamina sebagai perusahaan 

Negara yang dibentuk oleh UU 

atau Perum,

Dengan 3 Direktorat utama : 

Hulu (Migas dan  Pengolahan), 

Hilir, dan Gas & NRE serta 

memiliki fungsi sebagai Operator 

dan Regulator, 

Berada langsung dibawah 

Presiden

(Mengeluarkan Perppu pendirian 

PN Pertamina)



Struktur Organisasi Pertamina yang diajukan
Dewan Komisaris : Menteri ESDM, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri

Presiden Republik Indonesia

Direktur Utama

Direktorat Hulu dan Pengolahan

EP

Pengolahan/ 
Kilang

Direktorat Hilir

Pemasaran

Perkapalan/
Shipping

Direktorat Gas dan NRE

PGN

PGE

Energi Baru & 
Energi Terbarukan

Direktorat Keuangan dan 
Manajemen Resiko

Direktorat SDM dan Penunjang 
Bisnis

Direktorat Perencanaan Bisnis
dan Portofolio AP

Pejabat Fungsi Leher Setara 
SVP

Wakil Direktur Utama

BKKA BPH Migas

Dewan Komisaris

• Dewan Komisaris Pertamina: Menko Polhukan, 

Menteri ESDM, Menteri Keuangan

• Fungsi Regulator dan penguasaan Wilayah ada 

di Badan (BKKA & BPH Migas

• Subholding dilebur kembali menjadi direktorat. 

Khusus untuk direktorat Gas dan NRE, Dirut 

PGN sekaligus menjadi direktur Gas dan NRE, 

hal ini karena PGN dan PGE telah IPO

HC

Shared 
Services

AssetAP Eks K3S Supply 
Chain

Kontroller

Bussiness Support 
& Tax

Corporate Finance

Management Risiko

SPPU

R&D Hulu

R&D Hilir

R&D GNRE

Portofolio AP



DIREKSI PERTAMINA

Memimpin Board of Directors dalam 

melaksanakan keputusan direksi

Memimpin seluruh kegiatan perusahaan 

sesuai visi misi perusahaan

Menentukan keputusan yang 

diambil dalam Rapat Direksi 

Memberikan informasi kepada stakeholders terhadap keputusan 

direksi yang memberikan dampak besar kepada publik baik yang 

berkaitan dengan keputusan bisnis, aspek legal, ataupun isu-isu 

tentang perusahaan yang berkembang di masyarakat

DIREKTUR UTAMA



DIREKSI PERTAMINA

Dukungan Strategis

Mendukung Direktur Utama dalam 

pelaksanaan strategi korporasi dan 

pengawasan operasional seluruh 

subholding dan anak perusahaan

Koordinasi Divisi

Sebagai penghubung antar divisi, 

membantu koordinasi sumberdaya 

& memastikan implementasi 

kebijakan berjalan efektif

Pengelolaan Risiko

Terlibat dalam pengelolaan risiko, 

evaluasi kinerja, dan pengambilan 

keputusan strategis

Koordinasi Operasional

Mengkoordinir operasional seluruh 

anak perusahaan.

Pengembangan SDM

Mendukung pengembangan sumberdaya

manusia dan inovasi di seluruh entitas

perusahaan

Kepatuhan & Tata Kelola

Berperan dalam menjaga kepatuhan terhadap 

regulasi serta memastikan tata kelola yang baik

WAKIL 

DIREKTUR UTAMA



DIREKSI PERTAMINA

Operasional Hulu

Strategi Eksplorasi & Poduksi

Teknologi Eksplorasi & Produksi

Kemitraan Strategis

Fungsi Regulator

Pengolahan Energi

Profitabilitas Kilang

Bertanggung jawab atas eksplorasi 

dan produksi minyak dan gas 

(domestik / internasional), untuk 

mencapai target produksi & 

pengembangan wilayah baru.

Mengembangkan dan melaksanakan strategi menemukan 

cadangan  dan produksi migas melalui kegiatan pemboran, 

optimasi sumur,, peningkatan/perawatan fasilitas produksi 

dan optimalisasi sumber daya lainnya.

Membangun kemitraan dengan perusahaan 

migas nasional dan internasional (NOC dan 

IOC) untuk memperluas eksplorasi dan 

berbagi risiko serta biaya.

Mengelola proses pengolahan minyak dan gas 

untuk mencapai target monetisasi dan memenuhi 

kebutuhan bahan bakar nasional.

Memanfaatkan teknologi terbaru, seperti 

seismik, pemboran, optimasi sumur, EOR, 

dan tekonologi lain untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektifitas penemuan 

cadangan dan peningkatan produksi.

Mengawasi BKKA untuk 

meningkatkan kemampuan 

eksplorasi dan produksi demi 

mencapai target produksi 

nasional.

Mengoptimalkan profitabilitas 

kilang dan petrokimia, 

mempercepat proyek strategis 

untuk mendukung ketahanan 

energi.

DIREKTUR HULU DAN PENGOLAHAN



DIREKSI PERTAMINA

DIREKTUR HILIR

Memimpin pemasaran, distribusi, 

dan pengapalan minyak serta 

produk petrokimia untuk pasar 

domestik dan internasional, 

menciptakan nilai tambah dan 

keberlanjutan bisnis.

Mengembangkan strategi komersial 

untuk meningkatkan efisiensi dan 

menjaga ketersediaan energi.

Meningkatkan digitalisasi dan 

otomatisasi proses bisnis hilir serta 

distribusi energi guna 

meningkatkan efisiensi operasional 

dan daya saing di pasar global



DIREKSI PERTAMINA

DIREKTUR GAS DAN ENERGI TERBARUKAN

Integrasi & Optimalisasi

Portofolio Energi Bersih

Inisiatif 
Dekarbonisasi

Sinergi Gas & ET

Digitalisasi

Memimpin integrasi dan optimalisasi distribusi gas, LNG, dan CNG, fokus pada 

infrastruktur dan efisiensi operasional untuk pasar domestik dan internasional.

Mengelola portofolio energi bersih (geothermal, solar, hidro, biomassa) guna mencapai 

kapasitas 10 GW energi terbarukan pada 2026.

Mendorong inisiatif dekarbonisasi melalui proyek gas-to-power dan pengembangan 

hidrogen hijau untuk mencapai Net Zero Emission pada 2060.

Mengawasi sinergi antara gas dan energi terbarukan untuk mendukung efisiensi 

operasional serta peran Pertamina dalam transisi energi global.

Mengembangkan digitalisasi dan otomasi rantai pasokan gas dan energi terbarukan 

untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.



DIREKSI PERTAMINA

DIREKTUR KUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO

Strategi Risiko
Kebijakan Keuangan

Kebijakan RisikoStrategi Pendanaan

Mengarahkan strategi manajemen 

resiko di seluruh grup sesuai 

peraturan dan keputusan RUPS

Memimpin pengembangan 

kebijakan keuangan & pelaporan 

untuk meningkatkan kinerja dan 

peringkat perusahaan

Menetapkan dan melaksanakan 

kebijakan resiko yang sejalan 

dengan visi, misi, dan regulasi

Menyiapkan strategi pendanaan dan 

investasi, serta mengelola keuangan 

untuk menciptakan nilai optimal

Pengawasan Tata Kelola
Manajemen Keuangan

Mengawasi tata kelola, 

pengendalian internal, dan 

manajemen resiko perusahaan

Mengelola keuangan secara efektif dan 

memastikan pelaporan sesuai standar 

akuntansi terbaik



DIREKSI PERTAMINA

DIREKTUR SDM DAN PENUNJANG BISNIS

Pengembangan 

Kebijakan

Pengembangan 

Talent
Strategi Aset

Manajemen 

Kualitas
Sentralisasi 

Procurement

Memimpin pengembangan 

kebijakan SDM yang 

mendukung 

pengembangan organisasi 

dan bisnis grup

Mengelola dan 

mengembangkan talent, 

infrastruktur, dan human 

capital untuk mendukung 

strategi bisnis dan 

meningkatkan produktivitas

Mengembangkan strategi dan 

pengelolaan aset penunjang 

agar lebih efisien dan 

memberikan nilai tambah 

bagi perusahaan.

Mengelola quality 

management, sistem, dan 

manajemen pengetahuan 

untuk meningkatkan 

efisiensi operasional 

perusahaan

Mengelola, mengoptimalkan, 

dan mensentralisasi proses 

procurement komoditas 

bersama di seluruh pertamina 

grup

Shared Services

Mengelola proses bisnis yang 

berkaitan dengan proses 

operasional di tower finance, 

human capital, teknologi, 

procurement pengelolaan data 

untuk meningkatkan proses 

otomatisasi dan digitalisasi



DIREKSI PERTAMINA

DIREKTUR PERENCANAAN BISNIS 

DAN PORTOFOLIO AP

Mengembangkan strategi inovasi 

teknologi terintegrasi dengan 

masterplan bisnis serta 

merumuskan strategi sustainability 

yang berorientasi pada aspek 

enviromental, social, dan 

governance (ESG) untuk 

mendukung daya saing dan 

kelangsungan bisnis perusahaan

Memimpin pengembangan strategi, 

kebijakan, dan masterplan bisnis 

grup untuk menjadi acuan sasaran 

kerja jangka pendek, menengah, dan 

panjang

Mengkaji dan mengevaluasi rencana 

investasi/divestasi serta 

mengoptimalkan sinergi dan 

pengembangan bisnis di sepanjang 

rantai nilai grup, termasuk 

pengelolaan kinerja portofolio dan 

kemitraan



Perbandingan Struktur IOC dan NOC di negara lain

Petrobras (NOC)

International Oil Company (IOC – Large Oil Company), National Oil Company (NOC – State Owned)



Perbandingan Struktur IOC dan NOC di negara lain
International Oil Company (IOC – Large Oil Company), National Oil Company (NOC – State Owned)

BP (IOC)



Perbandingan Struktur IOC dan NOC di negara lain
International Oil Company (IOC – Large Oil Company), National Oil Company (NOC – State Owned)

PETRONAS (NOC)


